
SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENETAPAN BESARI{YA INSENTIF DAN PENERIMA PEMBAYARAN

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN

ANGGARAN 2015

Menimbang : a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Peraturan Daerah

Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2OlL tentang Pajak

Daerah Provinsi Sumatera Utara menyatakan bahwa instansi

yang melaksanakan pemungutan pajak daerah dapat diberikan

insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;

bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (3) Peraturan Daerah

Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak

Daerah Provinsi Sumatera Utara menyatakan bahwa tata cara

pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur dengan

berpedoman pada peraturan perundang-undangan;

bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara

Nomor 10 Tahun 2al4 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Provinsi Sumatera utara Tahun Anggaran

2015, telah ditetapkan target penerimaan pajak daerah Tahun

Anggaran 2O15;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan

Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penetapan Besarnya

Insentif dan Penerima Pembayaran Insentif Pemungutan Pqiak

Daerah Provinsi sumatera utara Tahun Anggaran 2O15;

b.

c.

d.
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Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan

Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan

Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4a38);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OAg tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 50a9);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang Pemerintahan

Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 2 Tahun 2Ol4 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang Pemerintahan

Daerah Menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tarrtbahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5657);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2ALO Nomor 1L9, Tambahan Lembaran Negara republik

Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor l-3

Tahun 2A06 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2}ll Tentang Perubahan Kedua atas

2.

3.

4.

5.

6.
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2A06

Tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Sumatera

Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008

Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi sumatera

Utara Nomor 6);

8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 20OS tentang Organisasi

dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara

(Lembaran Daerah Provinsi sumatera utara Tahun 2OO8

Nomor 8n Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera

Utara Nomor 8);

9. Peraturan Daerah Nomor 1O Tahun 2OI4 tentang Anggaran

dan Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara

Tahun Anggaran 2Al4 {Lembaran Daerah Provinsi Sumatera

utara Tahun 2OL4 Nomor 1O, Tambahan Lembaran Daerah

Provinsi Sumatera Utara Nomor 1O);

10. Peraturan Gubernuf Nomor 19 Tahun 2O10 tentang Uraian

T\rgas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Provinsi

Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara

Tahun 2010 Nomor 19) ;

11. Peraturan Gubernur Nomor 2O Tahun 2O1O tentang

organisasi, T\rgas, Fungsi dan uraian T\rgas unit Pelaksana

Teknis Dinas pada Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara

(Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2O1O Nomor

20]';

12. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2010 tentang

organisasi, T\rgas, Fungsi dan uraian T\rgas unit Pelaksana

Teknis Dinas Pada Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara

(Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OIA Nomor

a4;
13. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2AA tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi

Sumatera Utara Tahun Anggaran 2Ol5 (Berita Daerah Provinsi

Sumatera Utara Tahun 2Ol4 Nomor 4O);
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MEMUTUSKAN:

MenetapKan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENETAPAN

BESARNYA INSENTIF DAN PENERIMA PEMBAYARAN INSENTIF

PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

TAHUN ANGGARAN 2015

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara

2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan

Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut

asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi

seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun L945;

3. Gubernur adalah Gubernur SumateraUtara;

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi

Sumatera Utara;

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Provinsi

Sumatera Utara;

6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang

perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan;

7. Instansi Pelaksana Pemungut Pajak adalah Dinas

Pendapatan Provinsi Sumatera Utara yang tugas pokok dan

fungsinya adalah melaksanakan pemungutan pajak daerah;

8. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Provinsi

Sumatera Utara;

9. Pihak lain adalah Kepolisian Daerah untuk pemungutan

Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor serta Produsen Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

untuk pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
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10. Kinerja tertentu adalah
yang ditetapkan dalam
Daerah yang dijabarkan
Gubernur;

pencapaian target penerimaan pajak
Anggaran pendapatan dan Belanja
secara triwulanan dalam peraturan

11' Pajak Daerah, yang seranjutnya disebut pajak, adarahkontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh seorangpribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
undang-und.ang, dengan tidak mendapatkan imbalan secaralangsung dan digunakan untuk keperruan daerah bagi
sebesar_besarnya kemakmuran ralryat;

12' Tunjangan yang merekat adalah tunjangan yang merekat
pada gqii, terdiri atas tunjangan istri/suami, tunjangan anak,tunjangan jabatan s*uktural/fungsional, dan/atau
tunjangan beras;

13' Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai daripenghimpunan data objek dan subjek pdak, penentuan
besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan
pajak kepada Wajib pajak pengawasan penyetoran;

14' Insentif Pemungutan Pajak yang selanjutnya disebut Insentifadalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagaipenghargaan atas kineq'a tertentu dalam melaksanakan
pemungutan pajak daerah.

pasal 2

Pemberian Insentif pemungutan pajak dilaksanakan berdasarkan
a'as kepatutan, kewajaran, dan rasionaritas disesuaikan denganbesarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dankondisi objektif daerah.
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BAB II

INSENTIF

Bagian Kesatu

Sumber Insentif

Pasal 3

Untuk kegiatan pemungutan pajak daerah diberikan Insentif yang

bersumber dari pendapatan pqiak daerah.

Bagian Kedua

Penerima Insentif

Pasal 4

(1) Insentif diberikan kepada instansi pelaksana pemungut pajak

daerah.

(2'l Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (U, secara

proporsional diberikan kepada :

a. Pejabat dan Pegawai Instansi pelaksana pemungut pajak

sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

b. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai

penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah.

c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan

daerah.

d. Pihak lain yang membantu instansi pelaksana pemungut

pajak daerah.

(3) Besaran pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada

ayat (21huruf a, huruf b, dan huruf c, untuk setiap bulannya

ditetapkan dengan perkalian gaji pokok dan tunjangan yang

melekat didasarkan dari pembuat daftar gaji yang telah

ditetapkan.

(4) Penetapan perkalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

adalah memperhatikan faktor jabatan struktural, fungsional

dan beban kerja objektif penerima insentif yang bersangkutan

didasarkan kepada pengangkatan jabatan dan penugasannya

yang ditetapkan pejabat berwenang sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.
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Bagian Ketiga

Besaran Insentif

Pasal 5

Besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,

ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari renc€rna penerimaan

pajak daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap

jenis pajak daerah.

Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas

Pendapatan Provinsi Sumatera Utara.

Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat {21

diberikan sebesar 3% (ttga persen) dari rencana penerimaan

dalam tahun €rnggar€rn berkenaan untuk tiap jenis pajak

daerah.

Pasal 6

(1) Besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 ayat (1) atas penerimaan pajak daerah ditetapkan

berdasarkan ketentuan di atas Rp.2.5OO.OOO.0OO.OOO,0O (dua

triliun lima ratus milyar rupiah) sampai dengan

Rp.7.50O.OOO.OO0.OOO,OO {tujuh triliun lima ratus milyar

rupiah), paling tinggr 8 (delapan) kali gaji pokok dan

tunjangan yang melekat.

(21 Dengan berpedoman pada ayat (1), untuk besaran insentif

pajak daerah yaitu paling tinggi 8 (delapan) kali gaji pokok

dan tunjangan yang melekat

Pasal 7

(1) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

(2), dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya;

(3)
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Pasal 9

(U Alokasi besaran perkalian pembagian Insentif untuk penerima

Insentif ditetapkan Sebagai Berikut :

a. Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai penanggung jawab

pengelolaan keuangan daerah, masing-masing menerima 8

(delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat ;

b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator pengelolaan

keuangan daerah, menerima 8 (delapan) kali gaji pokok

dan tunjangan yang melekat ;

c. Pejabat dan Pegawai Dinas Pendapatan sebagai instansi

pelaksana pemungutan pajak daerah dengan rincian

sebagai berikut :

1. Kepala Dinas, menerima 8 (delapan) kali gaji pokok dan

tunjangan yang melekat ;

2. Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPT dan Pejabat

Pelaksana Sekretaris, Pejabat Pelaksana Kepala

Bidang, Pejabat Pelaksana Kepala UPT, menerima 7

(tduh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;

3. Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Bendahara

Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran masing-

masing menerima 6 (enam) kali gaji pokok dan

tunjangan yang melekat;

4. Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara

Pengeluaran Pembantu, Pembantu Bendahara

Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran,

Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pengurus

Barang, Koordinator Samsat (Keliling, Gerai, Mall,

Drive Thru), dan Admin Komputer, Koordinator

Jaringan IT, Operator IT, masing-masing menerima 5

(lima) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat ;

5. Petugas Samsat Keliling, Petugas Korektor Pajak,

masing-masing menerima 4 (empat) kati gaji pokok dan

tunjangan yang melekat;
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6. Staf dan Tenaga Honorer Database masing-masing

menerima 3 (tiga) kali gaji pokok dan tunjangan yang

melekat;

(2) Untuk pelaksanaan penetapan Alokasi besaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diberikan kewenangan kepada Kepala

Dinas dalam menetapkan dan sekaligus membuat Daftar

Penerima dan pembayaran insentif pajak daerah dimaksud

setiap bulannya.

BAB III

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 1O

Kepala Dinas menJrusun penganggaran insentif pemungutan

pajak daerah yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara pada Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendapatan Daerah

Provisi Sumatera Utara;

Insentif Pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung

yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek

belanja insentif pemungutan pajak daerah.

Pasal 11

Target kinerja Pemungutan Per-Jenis Pajak Daerah,

ditetapkan sebagai berikut :

a. Sampai dengan Triwulan I = 15Yo (lima belas persen)'

b. Sampai dengan Triwulan II = 4o%(empat puluh persen)'

c. Sampai dengan Triwulan III = 7Oa/o(fiiiuh puluh persen)'

d. Sampai dengan Triwulan IV - 100% (seratus persen)'

Apabila pada akhir Triwulan I realisasi mencapai 15% (lima

belas persen) atau lebih, Insentif diberikan pada awal

Triwulan II;

(1)

(21

(1)

(2t
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(3) Apabila pada akhir Triwulan I realisasi kurang dari LSo/o

(lima belas persen), Insentif tidak diberikan pada awal

Triwulan II;

(41 Apabila pada akhir Triwulan II realisasi mencapai 4oo/o

(empat puluh persen) atau lebih, Insentif diberikan untuk
Triwulan I yang belum dibayarkan dan Triwulan II ;

(5) Apabila pada akhir Triwulan II realisasi kurang dari 4oo/o

(empat puluh persen), Insentif untuk Triwulan II belum

dibayarkan pada awal Triwulan III ;

(6) Apabila pada akhir Triwulan III realisasi kurang dari 7oo/o

(tduh puluh persen), Insentif tidak diberikan pada awal

Triwulan IV;

{71 Apabila pada akhir Triwulan III realisasi mencapai TOo/o

(tujuh puluh persen) atau lebih, Insentif diberikan pada

Triwulan IV;
(8) Apabila pada akhir Triwulan IV realisasi mencapai 1,OO%

(seratus persen) atau lebih, Insentif diberikan untuk
triwulan yang belum dibayarkan.

(9) Apabila pada akhir Triwulan IV realisasi kurang dari looo/o

(seratus persen) tetapi lebih dan 7Oo/o (tduh puluh persen),

Insentif diberikan untuk Triwulan III dan Triwulan

sebelumnya yang belum dibayarkan;

(10) Penetapan Target Kinerja Pemungutan per-jenis pajak

daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

Pasal 12

Dalam hal target penerimaan pajak pada akhir tahun anggaran

telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat

dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, maka pemberian

insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang

pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
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Pasal 13

Pertanggungjawaban pemberian insentif dilakukan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pemberian Insentif untuk Tahun Anggaran 2OtS dibayarkan

sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2OI5 dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan

Peraturan Gubernur ini.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, Peraturan Gubernur

Sumatera Utara Nomor 18 Tahun 2Ol4 tentang Tata Cara

Penetapan Besarnya Insentif dan Penerima Pembayaran Insentif

Pemungutan Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun

Anggaran 2Ol4 dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor

6 Tahun 2015 tentang Pembahan Atas Peraturan Gubernur

Sumatera Utara Nomor 18 Tahun 2Ol4 tentang Tata Cara

Penetapan Besarnya Insentif dan Penerima Pembayaran Insentif

Pemungutan Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun

Anggaran 2Ol4 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita

Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan

pada tanggal 9 Maret 2015

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

GATOT PUJO NUGROHO

Diundangkan di Medan
pada tanggal l L Maret 2015
PIh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,

ttd

R. SABRINA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2015 NOMOR 13

Salinan

Pembina Utama Muda (IV/c)
NrP.19590227 198003 1 004



I-AMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2015
TANGGAL 9MARET2015

TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
SEBAGAI INDIKATOR KINERJATERTENTU DALAM PENETAPAN INSENTIF PA.JAK DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2015

No .IENIS PENERIMAAN ?AROETPENEzuMAAN

TA.2015

{Rp.)

TRIWULAN I TA. 2015 TRIWULAN II TA. 2015 TRTWULAN III TA. 2015 TRIWULAN IV TA, 2015 JUMLAH TOTAI

REALISASI MINIMAL

(s/d 31 Md€t 2015)

tL5%l

/P. I

BESARAN

INSENTIF

(Rp.)

REALISASI M1NIMAL

(s/d 3O Juni 2015)

{4Oo/o\

lRb.l

BESARAN

INSENTIF

(Rp.)

REALISASI MINIMAL

(e/d 31 Olrt. 2015)

Qoa
lPn )

BESARAN

IN9E}ITIF

(Rp.)

REALISASI MINIMAL

(s/d 31 DeE. 2015)

(100%)

lRo.l

BESARAN

INSENTIF

Ep.)

REALISASI MINIhIAL

?A.2015

(Rp.)

BESARAN

INSEMIF

TA. 2015

1

2

3

4

5

Pajak Kendd@ Beffiotor

Bea Balik Nma Ketrd{as Bemotor

Pajak Bahm Bakd Kendrym Bemotor

Pajak Air Pmukm

Pajak Rokok

r,527.067.1Q9,96L

1,669.326.902,498

910.310.000.o00

60.o00.000.000

577.032_513.750

229.060.066.494

250.399.035.375

136.546.500,000

9.000.000.000

a6.554.877.053

6.871.801.995

7.5r 1.97 1.061

4.096.395.OO0

270.000.000

2.396.646-312

6to.a26.843,984

667.730.760.999

364.124.000.000

24.000,000.000

230.813.005,500

1 1.453.003.325

12,519.951.769

6.827.325.000

450.000.ooo

4.327.743.853

LO6a.946-976.973

1.16a.528.831.749

637.2 17.000.000

42.000.000.000

403.922.7s9.625

r3.743.603.990

t5.o23.942.t22

8.192.790,000

540.OOO.OOO

5.193.292.624

1,.s27.067.109.561

1.669.326.902,494

910,3 10.000,000

60.000.000.000

577.032.513.750

13.743.603.990

L5,O23.942.L22

8.192,790.000

540.000,000

s.1s3.292.624

L527.067.109.961

1.66S.326.902.498

910.310.000.oo0

60,o00.000.o00

s77.032.513.750

45.8\2,Or3.299

50.079.807.075

27.309.300.000

1.800.000.o00

17.3L0.97s.413

JUMLAH 4.743.736.526.249 71 1.560.478.931 21.346.414.364 LA97 .494 .610 ,484 35.57a.023.947 s.320.615.568.346 42.693.628,736 4.743.736"526.209 42.693.62a,736 4.743.736,526.209 r42.3r2.O95.786

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

GATOT PUJO NUGROHO

NrP.19590227 198003 1 004


